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ABSTRAK

Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam dunia
politik karena melibatkan penggunaan uang untuk mempengaruhi
pilihan politik seseorang di dalam pemilihan umum. Praktik ini
banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Bandar Lampung.
Padahal, politik uang berdampak pada penurunan kualitas demokrasi,
integritas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Politik uang dilarang
dalam undang-undang dan harus dicegah oleh lembaga penyelenggara
pemilu. Salah satu tugas Badan Pengawas Pemilu di tingkat
Kabupaten/ kota adalah mencegah terjadinya politik uang.
Sebagaimana bunyi pasal sebagai mana bunyi Pasal 101 huruf (C)
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
bahwa Bawaslu berkewajiban mencegah terjadinya praktik politik
uang di wilayah kabupaten/kota. Rumusaan masalah dalam skripsi ini
adalah Bagaimana Impleémentasi Pasal 101 huruf (€) Undang-undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Bawaslu Bandar
Lampung?.Dan Bagaimana perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap
Implementasi Pasal 101 huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Ta

entang Pemilu di B sl\ia Lampung?

Metode penelitiéﬁg g adalah penelitian
jenis penelitian lapangan (fileld reasérch
diperoleh dari Bawaslu®Kota Bandar®Lampung. Sedangkan data
skundernya diNmber_ pu%i buku, peraturan
perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan umum serta
artikel ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Pendekatan
kualitatif deksriptif.

Hasil penelitian ini adalah Pasal 101 Huruf (C) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait
dengan pencegahan politik uang diimplementasikan oleh Bawaslu
Kota Bandar Lampung dengan berbagai langkah. Antara lain
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang bahaya
politik uang. Penandatanganan pakta integrritas anti politik uang,
mendirikan kampung pengawasan partisipatif cegah politik uang dan
pelibatan orgmas maupun komunitas dalam pengawasan partisipatif.
Ditinjau dari Figh Siyasah Tanfidziyyah, implementasi yang dilakukan



oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan politik uang
di Pemilu 2024 sudah sesuai dengan tujuan dari pengawasan pemilu,
yakni untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu serta memberikan
kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan magosid syariah. Bahwa
pencegahan politik uang dapat mencegah terjadinya kecurangan dan
ketidak adilan di dalam pemilu. Konsep nahi munkar (mencegah yang
buruk) dapat diartikan sebagai upaya mencegah kecurangan dan
ketidakadilan dalam pemilihan umum. Karena politik uang adalah
bagian dari perilaku koruptif yang harus dihindari oleh peserta pemilu
dan masyarakat pemilih.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar
lagi Maha melihat”. (QS. An-nisa 4:58)
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas skripsi secara secara komprehensif,

pada langkah awal untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman
dan kekeliruan dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini,
maka akan penulis uraikan secara singkat kata kunci yang terdapat
dalam skripsi “Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Perspektif Figh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Bawaslu Kota
Bandar Lampung)”. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah

yaitu:
1.

Implementasi, yaitu tindakan-tindakan yang harus
dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk
untuk menyelesaikan suaturtujuan yang telah ditetapkan
sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.*

Pasal 101 Huruf (¢) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum berbunyi Bawaslu Kabu

Kota bertugas cegah dinya praktik politi
wilayah kab l]a

Perspektif, merupakan cara pandangsatau wa
akan_untuk melihat dunia-dari berbagai macam segi

yait i onomi dan bu
Figh Siyas fidziyah pakan suatu pemahaman

yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan

perundang-undangan.*
Bawaslu merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan
umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

® Suhanadiji and Waspada TS, Administrasi Pemerintahan Desa (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2004), 25.

* Hasby As-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar’Iyyah (Yogyakarta: Madah,

2011), 8.



pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.’

6. Bandar Lampung merupakan salah satu kota di indonesia
sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung yang
memiliki 20 Kecamatan serta terdiri atas: Bumi Waras,
Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu,
Langkapura, Panjang, Rajabasa, sukabumi, Sukarame,
Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang
Pusat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk
betung Selatan, Teluk betung Timur, Teluk betung Utara
dan Way Halim.®

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik benang
merah bahwa makna dari judul “Implementasi Pasal 101 huruf (c)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum
Perspektif Figh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Bawaslu Kota
Bandar Lampung)” merupakan suaturusaha untuk mengungkap
tentang implementasi undang-undang terebut dalam rangka
pencegahan terjadinya politik uang di dalam pemilu 2024 di Kota
andar lampung berdasarkan pandangan figh sivasah tanfidziyah

tar Belakang Masab I A

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan

kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan
memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di
pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang
memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka
kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil
pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan
memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun
nasional.”

® Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.

® peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan.

" Muhammad Maryono, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas
Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” Al-’Adalah 1, no. 2 (2021): 74.
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Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga
prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga
negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili
kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang
adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga
integritas demokrasi suatu negara. ®

Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam
dunia politik yang melibatkan penggunaan wuang untuk
mempengaruhi kebijakan atau hasil pemilihan umum. Fenomena
ini dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap
demokrasi, integritas politik, dan kesejahteraan masyarakat. Pada
pemilu di daerah-daerah selalu menghadapi tantangan politik
uang. Maka dari itu, setiap lembaga penyelenggara pemilu dan
masyarakat harus menghindari politik uang. Sebab, kualitas
Pemilu ditentukan atas-asas tingkat pemahaman politik yang ada
dinegara melalui para generasinya.’

Perlu adanya pemahaman yang baik dikalangan masyarakat
tentang isu-isu pemilu di dalam negara ‘demokrasi.
ahnya pemaham: n itik dan kurangny.
bacaan terkait politi l kan sikap_apatis. |

ntu pemilu yang berkualitas atau tidaknya dati

paham a negara terhadap polltlk di_nega
pemilih kr

ili engan menye rasi politik sesuai
dengan trennya za

Pencegahan pohtlk uang dalam pemilu adalah suatu
tantangan yang serius dalam upaya memastikan integritas dan
transparansi dalam proses demokratis. Politik uang merujuk pada
praktik memberikan atau menerima uang, barang, atau manfaat
lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Salah satunya harus

8 Frenki, “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan
Umum Di Indonesia,” As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, no. 1 (2021): 41.

® Asri Mutiara Hati, “Analisis Figh Siyasah Terhadap Kampanye Pemilihan
Umum Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23
Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,” Jurnal llmu Pemerintahan 4, no.
1(2021): 81.

% Ipid., 82.



dilakukan oleh lembaga resmi negara dengan dibantu oleh seluruh
masyarakat Indonesia.

Undang-undang sangat melarang terjadinya politik uang
dalam pemilihan umum. Sehingga, salah satu tugas dari Badan
Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan pengawasan
tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi
Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi
pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi
pencegahan yang optimal dalam upaya menciptakan
penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk
bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan
menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
mengenai pemilu.**

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai <dengan Pasal® 101 UU
omor 7 tahun 2017 antara lain :
elakukan penzﬂn d enindakan di
kabupaten/kota. t llmn pemilu_dan sen
oses pemilu.
b. Meng i pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah ota,
C. Mencegah terja praktik 1k uang di wilayah

kabupaten/kota;

d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini;

e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah
kabupaten/kota,

1 Fathul Mu’in et.al, “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-
Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2019),” Jurnal Hukum Malahayati 2, no. 2 (2021): 18.
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f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksankan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
di wilayah kabupaten/kota;

h. Mengevaluasi  pengawasan  Pemilu  di  wilayah
kabupaten/kota; dan

i.  Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.?

Pasal 101 huruf (C) sangat jelas menegaskan bahwa tugas
dari Bawaslu Kabupaten/ kota adalah melakukan pencegahan
politik uang. Ini sejalan bahwa dalam Kualitas penyelenggaraan
pemilu di Indonesia - salah satunya adalah dari kualitas
pengawasan. Sebab, pengawasan pemilu memiliki peran yang
sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum
berlangsung. secara, adil, transparan, dan demokratis. Beberapa
alasan mengapa pengawasan pemilu sangat penting antara lain
keabsahan demokrasi. Pemilu merupakan dasar® dari sistem
demokrasi. Pengawasan membantu memastikan bahwa pemili

um dilakukan sewn n ip-prinsip demokr
hak setiap wargane t|l rm dan dipilih.

Selainyitu, pengawasan pemilu dapatsmemba

pemilihan. Ini

an kepastian hukum selama pr

termasuk 1 ahwa semu:
dan hukum yang . Peng

bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan dalam bentuk

ematuhi peraturan
pemilu yang baik juga

apapun, seperti pemalsuan suara, intimidasi pemilih, atau
manipulasi hasil. Keberadaan pengawasan dapat membuat peserta
pemilu berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran. Selain
itu juga,menciptakan transparansi dalam proses pemilihan umum.
Politik uang yang terjadi di dalam pemilu sangat merusak
demokrasi. Karena saat menjadi tidak akan maksimal dalam
menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan

12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.



menjalankan pemerintahan yang bersih (Good Governance).”®
Politik uang mengacu pada praktik memberikan atau
menghabiskan uang dalam upaya memengaruhi keputusan politik,
terutama dalam konteks pemilihan umum. Meskipun partisipasi
finansial dalam politik dapat menjadi bagian dari proses
demokratis, kekhawatiran muncul ketika uang mulai mendominasi
atau memutarbalikkan proses demokratis. Maka dari itu, praktik
culas dalam pemilu ini harus dicegah oleh Bawaslu Kota Bandar
Lampung. Karena jika tidak, praktik politik uang dapat merusak
kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokratis. Jika
masyarakat percaya bahwa proses politik didorong oleh uang,
mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada representasi politik
dan sistem demokratis secara umum.

Untuk mengatasi masalah politik uvang, beberapa negara
telah mengadopsi undang-undang dan aturan untuk mengatur
pendanaan kampanye, membatasi_.sumbangan ‘individu atau
kelompok, dan meningkatkan. transparansi dalam pembiayaan
politik. "Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa
artisipasi politik lebih adil dan lebih sesuai dengan prinsip;

ip. demokrasi. ‘ I
Berdasarkan. k Ir aka Bawaslu me

n mengimplementasikannya dalam rangka men
pencegahan potitik uang.dalam setiap pemilu. Pe ahan politik
uang oleh Baw. t dirdalanaIsla j
eksekutif (Sultah Ta yah), e ini adalah lembaga
negara yang befungsi menjalankan undang-undang.**

engan lembaga

Figh siyasah berasal dari dua kata yaitu figh dan siyasah.
Kata figh berasal dari fagaha-yafqahu-fighan. Figh secara bahasa
yaitu "paham yang mendalam". Figh merupakan ilmu atau
pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah,
yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Siyasah berasal

¥ Rudi Santoso dan Fathul Mu’in, “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD
Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” As-Siyasi : Journal of Constitutional Law
1, no. 1 (2021): 100.

14 La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah
Al-Qadha’iyyah,” Tahkim 12, no. 1 (2017): 156.
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dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan pemerintahan,
politik dan pembuatan kebijaksanaan.'

Secara bahasa, siyasah yaitu mengatur, mengurus dan
membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk
mencakup sesuatu Sedangkan secara istilah, siyasah adalah
pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.'® Maka dari
itu, persoalan ini menarik untuk diteliti dengan judul
“Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Figh Siyasah
Tanfidziyyah. (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi masalah
Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang,
maka dapat diidentifikasi masalah- masalah sebagai berikut:
1. Politik wuang selalu marak / menjelang pelaksanaan
pemilu.

2. Bawaslu perlu memiliki strategi’ dalam / pe
politik uan al_‘

Bawaslu- j elibatkan masyarakat
optimalisasi pengawasan partisipatif yan

atkan
masyarakats. Sebab, masyarakat juga menjadi subjek

w yang r,lt serta  dalam
menyukseskannya terma alam mengawasi jalannya

tahapan pemilu.
4. Masyarakat masih cenderung acuh dengan praktik
politik uang. Bahkan sebagian besar senang menerima

uang dari calon maupun tim pemenangan.
b. Batasan Masalah
1. Masalah dibatasi pada strategi Bawaslu Bandar
Lampung dalam pencegahan politik uang pemilu 2024.

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.
% Ipid., 4.



2. Penelitian ini dibatasi dengan pasal dalam peraturan
Bawaslu yang mengatur tentang pencegahan politik
uang.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian
1. Fokus penelitian
Dalam pembahasan skripsi membatasi luasnya
pembahasan dengan hanya membahas Pencegahan Politik
Uang sebagai mana yang ada dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah
Tanfidziyyah.
2. Sub-Fokus Penelitian
Adapun sub-fokus dalam pembahasan skripsi ini adalah
membahas program-program pencegahan politik uang
Bawaslu Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan ‘wraian dari latar -belakang diatas, maka
isusunlah rumusan masalah sebagaimana berdasarkan lat

ng masalah yan h pdi n diatas maka
salah dari,penelitian 1ah :

aimanas Jmplementasi Pasal 101 Humuf (C)

mor_7-Tahun 2017 Tentang Pemi

r Lampung?

2. Bagaimana per f siyas anfidziyyah  terhadap
Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Bandar
Lampung?

Bawaslu

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 101 Huruf (C)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui perspektif siyasah tanfidziyyah terhadap
Implementasi Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Bandar
Lampung?



G. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara aspek teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya
perluasan wawasan keilmuan, peningkatan pemahaman, dan
peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum
tata negara dalam aspek politik dan kelembagaan.

2. Secara aspek praktis penelitian ini berguna sebagai acuan
pendorong perkembangan pemikiran bagi pengemban tugas
profesi hukum dan sebagai sumbangan pikiran dari peneliti
bagi pembangunan hukum di Indonesia yang hingga kini
masih berkembang seirama dengan kebutuhan zaman pada
hukum tata negara, serta untuk memperlus wawasan bagi
penulis guna memenuhi syarat akademik dan penyelesaian
studi di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Kajian Penelitian terdahulu yang-relevan memuat teori-teori
ang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan
ngetahui batas a enieliti ang telah dilakuk:
lain sehingga dapat mosong yang belum
apat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti
kerelevatidengan judul penelitian adalah. seba erikut:
Bawaslu Provinsi

1. Ayu Ri i, Skripsi, =
Lampung Proses clesaian Sengketa Pada

Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung
Tahun 2020 Dalam Perspektif Figh Siyasah (Studi
BAWASLU Provinsi Lampung)”, UIN Raden Intan
Lampung.’” Penelitian ini memfokuskan peran Bawaslu

dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan tugas dan
wewenangnya yang sejalan dengan syariat islam dan dengan
menggunakan konsep ulil amri dan Wilayatul al-Hisbah.

7 Ayu Rizki Wahyuni, “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses
Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar
Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi
Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).
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2. Fathul Mu’in, Jurnal berjudul “Peran Dan Fungsi Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan
Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07
Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019). Penelitian ini
menyimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan peran dan fungsi
badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran
dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten
pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan
mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data,
Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan
dan rekapitulasi suara. Melakukan pencegahan dan
penanganan pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang di
hadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten
Pesawaran dalam ' melakukan pengawasan Pemilu di
Kabupaten. Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis,
Substansi dan Kultur Budayaiundangan'mengenai pemilu.*®

3. [Penglitian Idrus Ruslan berjudul Paradigma Politisasi Agama:

Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik. Penelitian ini

engungkapkan H a seringkali / dij

“dagangan” politi Ia memimpin (legislatif

ekutif)"dengan cara menggunakan jargen-jargon

slogan a isu-isu_yang dirujuk_dari termifiologi agama,
termasuk ilan yang .bern igius."® Hal ini
banyak ‘ﬁ teﬁtaﬁjeimg suksesi

kepemimpinan baik ditingkat pusat maupun daerah. Perilaku

tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teori
dramaturgi yang diintroduksikankan oleh Erving Gofmann
dan manipulasi identitas yang dikemukan oleh Armstrong.
Perilaku tersebut dianggap sebagai hal sah-sah saja asalkan
asalkan termanifestasi dalam kehidupan realitas empirik serta

8 Fathul Mu’in, “Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-
Undang No. 07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2019),” Jurnal Hukum Malahayati 2, no. 2 (2021).

% Idrus Ruslan, “Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan
Pemilihan.Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah
Publik” 18 No 2 (2014): 61.



11

faktual dan dilakukan secara bertanggungjawab. Sebab nilai-
nilai atau moralitas Ilahiyah yang diajarkan agama bukan
untuk sekedar aksesori belaka, tetapi untuk diaplikasikan ke
dalam realitas kehidupan sehari-hari. Di luar batas hal
tersebut, maka yang terjadi adalah  hipokretisme
(kemunafikan).
4. M Wagianto, Jurnal Al-Adalah “Regional Head Election
(Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology
of Islamic Law”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Perspektif Sosiologi
Hukum Islam selalu di tempuh dengan jalur litigasi yang
mengakibatkan kemenangan disalah satu pihak dan
kekalahan di pihak lain. Di dalam islam memang tidak
ditemukan dokumen sejarah pemilihan kepala daerah, namun
bukan berarti ~islam tidak memiliki konsep dalam
menyelesaikan ‘masalah kemanusiaan. Konsep penyelesaian
masalah dalam islam selalu merujuk pada Al-Qur’an, As-
Sunnah, Tjma’-(kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi),
maslahah Murshalah (Kemaslahatan masyarakat), dan

(Tradisi. Masyar, Aap aan penelitian ini
skripsi penuli S a’ membahas

ilkada:

I. Metode Pe _
Untuk me s pe an-permasalahan  yang

diungkapkan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis

penelitian kualitatif. Sehingga perlu adanya metode yang
digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian ini termasuk Jenis Penelitian
Lapangan (Fileld Reaserch), yaitu. Penelitian termasuk
jenis penelitian kualitatif menampilkan data penelitian
dengan Kkata-kata, analisisnya kualitatif deskriptif,

20 M. Wagianto, “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the
Perspectives of Sociology of Islamic Law,” Al-’Adalah 16, no. 1 (2019): 113.
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interpretative yang mengutamakan wuraian kata-kata.
Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka
yang diberikan interpretasi, dan analisi dari sisi
kualitatif.”*

b. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu
metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan,
mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-
informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat lebih
lanjut mengenai persepsi masyarakat terhadap hal yang
menjadi subjek penelitian.”
1. Pendekatan
Adapun pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif.
Pendekatan kualitatif deksriptif adalah’ penelitian yang
bertujuan mendapatkan gambaran yang lengkap tentang
proses tranformasi digital yang‘dibawakan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum di era digitalisasi. Meto
penelitian kﬂf a juga diartikan
metode pengliti I!n nakan untuk me
kondisi,_ objek yang alamiah.
er Data

ta yang digu . penelitian ini
adalah seba rikut:
a.

Data primer: yaitu data yang diperoleh

seseorang peneliti langsung dari sumbernya
tanpa perantara pihak lain (langsung dari
obyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri
atau seorang atau suatu organisasi.”’ Dalam
peneliti ini menggunakan cara wawancara,
observasi, dan  pengamatan. Jawaban

2L Ahmad Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Reseach (Yogyakarta:

Sumbangsih, 2003), 34.

2 exy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2012), 62.

2 suteki Galang Taufani, Metodelogi Penelitian Hukum (Depok: Raja Grafindo
Persada, 2018), 29.



13

narasumber penelitian ini adalah anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung,
dalam hal ini yakni wawancara dengan Anggota
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
berdasarkan data dan arsip.

b. Data sckunder: yaitu data yang diperoleh
seorang peneliti secara tidak langsung dari
sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui
sumber lain. Mendapatkan data yang sudah jadi
dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai
cara atau metode baik secara komersial maupun
non komersial.”* Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh anggota Bawaslu Bandar
Lampung dan beberapa informan sebagai
pendukung kelengkapan data penelitian. Teknik
pengambilan sampel menggunakan
menggunakan non probability sample;

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi adalah keseluruhanatau him

objeky denga; i yang' sama. Pop
i ie ubjek pada wilaya

waktu tertentu yang akansditemui

oleh penulis. Dalam,_penehitid” in1 yang akan
puicnjadi, populasi an diteliti adalah

ﬂ Pehga emilihan Umum Bandar
Lampung.

b. Sampel adalah himpunan bagian atau
sebagaian dari suatu pendapat. Dalam
penelitian, umumnya observasi dilakukan tidak
terhadap populasi. Akan tetapi dilaksanakan
pada sampel. Dalam penelitian sampel yang
digunakan  adalah ~ Komisioner = Badan
Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung.
Penentuan sampel ini menggunkan teknik
purposive sampling. Pada purposive sampling

24 1bid., 30.
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yang ditekankan menjadi sampel yang akan
dipakai pada penelitian yakni memil;ih
responden dengan masalah yang tepat, relevan
dan kompeten dengan masalah yang diteliti.
Dalam melakukan hal ini yang menjadi
narasumber yakni Staf Teknis Pengawasan,
Staf Teknik Humas, dan Ketua Badan
Pangawas Pemilihan Umum Bandar
Lampung.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara (Interview) adalah cara
memperoleh informasi/data dengan bertanya
langsung pada yang diwawancarai. Hasil
wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang
berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.
Metode wawancara adalah metode
pengumpulan data yang menggunakan cara
tanya jawab sambil langsung bertatap mu
dengu)j itian untuk mem
kete Ia ginkan.”®> Pewawan

(interviewer)  merupakan«" oran

memberikan suatu_pertanyaam;~dafam hal ini

meliti sebagai ' a. Sedangkan
%an'g % mm[;ertanyaan dari
pewawancara disebut dengan narasumber,
dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah
pihak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bandar Lampung.?

b. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data
dengan cara mengamati segala hal-hal yang

25 R
Ibid., 49.
% Farida Nugraha, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan
Bahasa (Jakarta: Pustaka, 2014), 132.
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berkaitan dengan penelitian.?” Dalam hal ini
peneliti melakukan observasi secara langsung
ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bandar
Lampung.
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk
memperoleh data dan informasi baik dalam
bentuk tulisan, dokumen, arsip, gambar yang
berupa keterangan yang mendukung dalam
penelitian, dokumentasi dipergunakan
memperoleh data yang setelah itu akan di
telaah.?®

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan lanjutan setelah
semua ~data terkumpul. Kegiatannya adalah
mengelompokkan data sesuai dengan data sesuai
dengan variabel serta jenis responden; mentabulasi
data dari setiap variabel, | menghitun
menjaﬂ s salah, dan menguyji
yang j ;lg ut<akan diuraikan
singkat dan padat mengenai_prosedur
menyelesaikan

yangsakan digunakan _penulis d

1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan,

pemusatan perhatian, penyederhanaan,
pengabstrakan, dan transformasi data kasar
yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan. Reduksi data ini biasanya dilakukan
pemilihan data yang fokus pada penelitian

27 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
55.

2 gSusiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 152.

% Sygiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)
(Bandung: Alfabeta, 2011), 216.
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sehingga reduksi data ini dilakukan secara
berkelanjutan.®

2. Penyajian Data
Penyajian data adalah pengklafikasian data
atau informasi yang diperoleh di lapangan
untuk keperluan penelitian yang dapat berupa
gambar, tulisan atau kata-kata, grafik dan
tabel.**

3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah konfigurasi
lengkap mengenai rumusan masalah. Pada
penarikan  kesimpulan  ini  merupakan
perumusan makna dalam bentuk kalimat yang
singkat, padat namun mudah dipahami. Selain
itu ‘penarikan ~ kesimpulan juga berupa
verifikasi hasil temuan dengan konsistensinya
terhadap judul; tujuan dan rumusan masalah.*

istematika Pembahasan
Pembahasan dal liti ini akan dikelo

am limaybab. Ada ‘I ri-kelimabab ters

Pendahuluan, pada babgini me penegasan

judul, latar -m_asalah, fo itian, manfaat
penelitian, kajian pe n' térda ang relevan, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan. BAB 1I Landasan Teori,

pada bab ini memuat pengertian dari teori yang digunakan dalam
menganalisa yaitu, pengertian dari figh siyasah, ruang lingkup,
siyasah tanfidziyyah, pencegahan politik uang dan lainnya.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini
penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum Badan
Pengawas Pemilihan Umum Bandar Lampung, tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pencegahan Politik Uang.

% 1bid., 217.

% Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan,
2017), 94.

% Ibid., 95.
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BAB IV Analisa Data, pada bab ini penulis akan memaparkan
analisis tentang strategi pencegahan politik uang dan Perspektif
Siyasah Tanfidziyyah. BAB V Penutup, dalam bab ini memuat
berupa simpulan dari penulis, serta adanya rekomendasi penulis
untuk sejumlah pihak.

i

Yy

\t b\l




BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka
penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal 101 Huruf (C) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum terkait dengan pencegahan politik
uang diimplementasikan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung
dengan berbagai langkah. Antara lain memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat tentang bahaya politik uang.
Penandatanganan pakta integrritas anti politik uang,
mendirikan kampung pengawasan partisipatif cegah politik
uang dan pelibatan orgmas maupun komunitas dalam
pengawasan partisipatif..

2. Ditinjau. dari Figh=Siyasah Tanfidziyyah, implementasi yang
dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam
pencegahan politik vang di Pemilu'2024 sudahsesuai dengan
tujuan dari pengawasan pemilu, yakni untuk mewuj
keadilan dalam ﬂl rt mberikan kemasla
ini._ssejalan. d Ij“aqosid syariah.
encegahan politik uang dapat mencegah
an dan.ketidak adilan di.dalam p

yang buruk) ikan sebagai upaya
mencegah kec an, dan adilan dalam pemilihan

umum. Karena politik uang adalah bagian

dari perilaku koruptif yang harus dihindari oleh peserta
pemilu dan masyarakat pemilih.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dituangkan
dalam kesimpulan di atas, maka penulis memberikan
rekomendasi kepada sejumlah pihak. Rekomendasi itu antara lain

sebagai berikut:
1. Untuk Bawaslu Kota Bandar Lampung, seluruh panwascam
dan pengawas kelurahan hendaknya semakin massif dalam
melakukan upaya-upaya pencegahan politik uang. Sebab,

71



72

politik uang hanya akan merusak iklim demokrasi dan akan
berdampak pada praktik korupsi pada tahun-tahun yang akan
dating.

2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya
menyisipkan materi tentang bahaya politik uang dalam
berbagai forum. Sedangkan untuk masyarakat Kota Bandar
Lampung hendaknya berani menolak jika ada politik uvang di
dalam pemilu mendatang. Para calon juga harus berani jujur
tidak menggunakan politik uang dalam mempengaruhi
masyarakat.

-~
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